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6. Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

&wm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan
keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah
Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

1. Perah.uanPemedntathnr‘WTahun 2008 tentang Wajib Belajar




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

o

MEMUTUSKAN

: Memberikan izin Operasional sekolah kepada SON 143 Inpres Ge'tengan,

Alamat Ge'tengan, Kelurahan Rantekalua’, Kecamatan Mengkendek untuk
jaminan kelayakan penyelenggaraan pendidikan;

+ Jangka waktu berlakunya Izin Operasional Sekolah 10 (sepuluh) Tahun dan

dapat diperpanjang kembali;

+ Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :

a. Pengelola Sekolah dibawah Yayasan yang pembentukanya di tetapkan
dengan Akta Notaris;

b. Izin tidak dapat di pindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten;

C. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan tekmis di
bidang penyelenggaraan pendidikan;

d. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional
maupun muatan lokal yang ditentukan;

e. Pengelolah wajib menyediakan ruangan belajar sesual jumiah

murid yang telah ditentukan pada standar pelayanan Minimal;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




